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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL DAN HARI LAHIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak
Daerah, Bupati dapat mengurangkan atau mnghnpuu
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah,
disebutkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena
jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir
tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam
Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Lahir
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956



tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5234), scbagaimana  telah
diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan

10.

k3.

12.

13.

14.

15.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor
22);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA

SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI LAHIR
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan atau sebutan lain yang mengelola pendapatan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan,
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yvang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKPD
PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang..

Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat STPD PBB-
P2 adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT
PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat



17.

18.

19.

20.

21.

jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok
pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat
keterlambatan pembayaran PBB-P2.

Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh
wajib pajak.

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan
pembebasan Denda Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Hari Besar Nasional adalah hari yang dirayakan untuk memperingati Hari
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Sistem Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk
mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 mulai dari
pengumpulan data, perekaman data, pemeliharaan basis data, dan
pencetakan hasil keluaran, pemantauan, penerimaan, pembayaran
(terintegrasi dengan bank persepsi dan PT. POS Persero) dan pelaksanaan
penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
penghapusan denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari lahir
Kabupaten Indragiri Hilir

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mengoptimalkan upaya
penerimaan dan penyelesaian tunggakan PBB-P2.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. penghapusan sanksi administrasi;

b. ketentuan penghapusan; dan

c. pelaporan penghapusan sanksi administratif.

BAB III
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Penghapusan sanksi administratif diberikan terhadap Wajib Pajak yang

(2)

melakukan pengajuan permohonan pembayaran dalam jangka waktu
mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31
Oktober 2021, maka sanksi administratif tetap berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagai berikut :

a. Kepentingan Daerah dalam rangka :
1. hari lahir daerah;
2. percepatan target penerimaan (akhir tahun).

b. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib
Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran

Pasal 7

(1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok
PBB-P2 pada tahun pajak berkenaan.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanksi administrasi
PBB-P2 dihapus secara otomatis melalui Sistem Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 8

Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan :

a. penghapusan sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan
denda PBB-P2 yang terhutang sebesar 100% (seratus persen);

b. penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
menghilangkan kewajiban pembayaran pokok pajak terutang.

BABV
PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Kepala Bapenda melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan
sanksi administratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun
berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan
tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Pengelolaan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penghapusan sanksi administratif dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 7 Jun 503
BUPATI INDRAGIRIHILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN
Diundangkan di Tembilahan

pada tanggal 7 Juni 903
SEKRETARIS DAERAH
" KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd
AFRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

NIP. 19741023 200112 1 002
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